QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
. RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA

WALIKOTA LANGSA ,

i

lenimbang :a. bahwa Retribusi Parkir ditepi Jalan Umnm merupakan
! fenis retribusi Daerah, dalam hal ini Peningkatan
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor
pelayanan  parkir pertu  didayagunakan agar
kesinambungan pembangunan Daerah terus bexlanjut ;
b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap
masyarakat yang menggunakan/memiliki kenderaan
angkutan barang, kenderaan angkutan penumpang
umum, kendersan roda tiga dan kenderaan roda dua
delam Kota Langsa yang menggunakan sarana
perparkitan  ditepi  jalan  umum  yang  telsh
ditentukan/ditetapkan, perlu diatur agar keamanan, .
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ketertiban dan kenyamanan dapat dinikmati bersama
oleh masyarakat umiim dalam Kota Langsa ;

¢ bahwa berdasarkan pertinbangan  sebagaimana
dimaksud dalam hurafl a dan b perlu diatur dalam
suatu Qanun (Peraturan Daerah ).

: 1. Undangundarig Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Propinsi Afieh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1092)

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2480);

3. Undang-undang Nomor 22 Tehun 1999  lenlang

" Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 199%
Nomor 601, Tambahan Lembaran negara Nomor 3839);

4 Undangundang Nomor 34 tahun 2000 fentang
Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Fajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Nomor 4048) ;




. Undangundang Nomor 3. Tahun 2001 tentang
~Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun

2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4110) ;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Daersh Istimewa Aceh sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam . (Lembaran

. Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran

10,

Negara Nomor 4134) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 119, Tatnbahan Lembaran Negara Nomor 4139

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun

1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran
Dacrah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 23 Tahun

1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah jo. Kepmendagri. Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Perhubungan Rl Nomor KM 66
Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk umom ;

3




. Keputusan Menteri Dalam Negeri RT Nomor 171 Tahun

1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah
tentang Pajek Daerah dan Retribusi Daerah ;

. Keputusan Menter Dalam Negeri R Nomor 174 Tahun

1697 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan

+ Retribusi Daerah;

15.

. Keputusan Menteri Dalam Negeri RE Nomor 175 Tahun

1997 tentang Pedoman Tata Cara: Pemeriksaan
dibidang Retribusi Daerah ;

. Keputusan Mentert Dalam Negesi RI Nomor 119 Tahun

1998 tentdng Ruang Lingkup dan Jenisjenis Retribusi
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat 11

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun
2001 fentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan
Produk-produk Fukim Daerah ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun

2001 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah

{entang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

. Keputusén Menteri Dala Negeri RI Nomor 23 Tahun
2001 tentang Prosedr Penyusunan Produk Hukum
Daerzh.




. Dengian persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA
MEMUTUSKAN :

kan. : QANUN (PERATURAN DAERAH) KOTA LANGSA
TENTANG RETRIBUSI, = PARKIR DI TEFI JALAN

- UMUM.
BAB T
B KETENTUAN UMUM -
. Pasal 1
Dalam Qamun (Peraturan Dagrah) ini yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa ;

2. Pemerintah  Daerah adalah =~ Walikota beserta
perangkat Daerah sebagai badan eksekutif Daerah;

. Walikota adalah Walikota Langsa ;

. Perangkat Daerah adalah orang /lewbaga pada
pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada
Walikota Tangsa dan membantu Walikota Langsa
dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas
selretariat Daerah, Sekretariat DFRD, Dinas Daerah,
dan lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Keluzahan; -
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. Sekretariat Daerah adalah Sekrefarial Daerzh Kota

Langsa;i 0t i .
Sekretaris adalah Sekrétaris Derdh Kota Langsa ;

. Pejabat adalah Pegawai yang diberi fugns tertentu

‘dibidang ‘Retribusi Drerah sesuai- dengdn Peraturan ~
Perundang-undangan yarlg berlaku ;

Retribusi Parkir adalah Turan wajib jang dilakukan
oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang yang dapat
dipaksakan . berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yanp beérlaku ;

. Badan adalah sdatn bentuk badan usaha yang meliputi

Perseroan terbatas, Perseroan Komandituer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daeraht
dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan; Firma, Kongsi, Kopérasi, Yayasan atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun,
Béntuk Usaha tetap serta beintuk Usaha lainnya ;

Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi Jalu linfas

umum ;

. Kenderaan adalah suatu-alat yang dapat bergerak

dijalan, “terdirt dari’ kerderaan bermofor  atau
Kéndraan tidak bermotor;




18.

. Kendérpan  bermotor  adalah - kenderaan  yang

digerakan oleh peralatan teknik {mesin) vang berada
pada kenderaan itu ; -

Pemisaliaan ‘Angkutan ‘Umum adalah per usahaan
yang thenyediakan jasa angkutan orang dan/atau
barang dengan kenderaan umum di falan ;

Kenderaan Umum adalah setiap. kenderaan bermotor

* yang -disediakan untuk dipergunakan :olesh wmum

-
1

18.
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detigan sipungut bayaran ; 4 ]
Pengguna Jasa adalah sctiap orang dan/atau badan
hukum yang menggunakan jas angkutan, baik untuk
angkutan crang maupun barang ;

; Patkir ‘adalsh Kendéraan' tidak ~bergerak suatu

kenderasin bermotor yang bersifat sementara ;

. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan

umum”tertentu dan telah ditetapkan cleh Walikota
sebagai tempat parkir kenderaan bermotor ;

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan’ kepentingan dan kemanfastan umem
serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau
badan ;

Retribust Parkir ditepi Jalan Umum yang selanjutnya
dapat dischut Retribusi adalah pembayaran atas




penggunaan tempat parkir ditepi jalan pmum yang
ditetapkan oleh Walikota ; d

20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut Peratyran Perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;

21. Surat Pendafraan Objek  Retribusi Daerah yang
selanjutnya - dapat disingkat SPDORD adalah surat
vang, digunakan oleh wajib.Retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran, Retribusi yang terutang
menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi
Daerah ; i :

22, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjurnya
dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;

23. Pemerfksaan  adalah serangkaian kegfatan untuk
mencari,; dan: mengola data dan atau keterangannya
dalam rangka pengawasan kepatuhan  pemenuhan
kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan Retribusi Daerah ;

24, Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnya disebut
Penyidik untuk mencari-serta mengumpulkan yang
dengan buktu itu membuat - terang tindak pidana




dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
mengmukan tersangkanya.

; BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribosi Parkir dipungut Retribusi atas
setlap - Kenderaan yang patldr pada tepi Jalan Umum
sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat
parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3
(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan tempat
parkir ditepi  jalan umum;
(2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan cleh Walikota

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.




BAR NI
GOLONGAN RETRIBUSE
Pasal 5
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Urnum digolongkan sebagai
Retribusi Jdsa Uhum,

bRt | BAB IV
* CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

el . - Yasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihifung berdasrkan [rekwensi
penggunaan tempat parkir,

. BAB V )
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Fasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan strukiur dan
besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk
mengendalikan  permintaan dan penggunaan jasa
pelayanan dalam  tangka memperlancar lalu lintas
jalan-  dengan- tefap  memperhatian  biaya
penyeleng, pel k puan masyatakat

dan prinsip keadilan ;
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(2) Biaya sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliput
biaya: pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-
rambu, biaya operasional, pemeliharaan administrasi
dan biaga transportasi dalam rangker pengawasan dan
pengrendalian.

. BAB VI
... STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
. Pasal 8
(1) Struktur  tarif  digolongkan  berdasarkan  jenis
kenderaan benmﬂ:or H - k ‘
(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

enis
Kendﬁj;a.n Bermotor Teclf
- Sedan, Jeep, Mini Bus, ,Rp: 1.000,- Sekali
Tick Up dan sejenis. Parkir
Bus, Truk dan Alat Besar | Rp. 1500~ Sekali
lainnya. ) Parkir
- Sepeda Motor. Rp. 500, Sekali
= Parkir

(3) Khusus  tarif parkir . Becad' Mesin dipungut biaya
parkir sebesar Rp 15.000,- / bulan.
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BADB-VII Yy
WILAYAH FEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusiv; yang - terutang dipungut -diwilayah Daerah
tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan ;

‘BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
Saat Retritwsi teriitang adalah pada saat ditetapkan SKRD
 atau dokumen lain yang dipersamakan.’

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD ;
(2) Bentuk ini, serta tata cara pengisian dan penyampaian
SFDORD seba‘pimﬂnﬂ dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Walikota,

BAB X
PENETAPAN RETRIBUST




Pasal 12

(1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 11 ayat (1} ditetapkan Retribusi terutang dengan
menerbitkan  SKRD  ateu  dokumen lain  yang
dipersamakan ;

(2) Bentuk, lsi dan tata cara penerbitan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan sebagatmana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala
Daerah. i

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
(2) Refribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14
{1) Pembaysran retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus dimuka ;




(2) Tata cara Pembayaran, FPenyetoran, Tempat
Pembayaran Retribusi diatur dengan  Keputusan
Walikota.

BAB X .
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN REI'K_!BUSI
Pasal 15 )
(1) Walikotn dapet memberikan Pengurengan, Keringaren
dan Pembebasan Retribusi. i
(2) Tata Cara Pengurangan, Keri dan Pemnbeb
Retuibusi ditetapkan oleh Walikota,

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling lama 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang
terutang ;
{2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (i) pasal ini
adalah pelanggaran,
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BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 17
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan

Pemeriritah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

Penyidik uniuk melakukan penyidikan tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah sebagafmana dimaksud

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukurh Acara Pidana ;'

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menehti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

* b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pﬁbadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengen tindak pidena Retribusi Daerah tersebut ;

¢ Meminta keterangan dan behan atau badan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Dagrah ;
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. Memeriksa bukwbuku, catatan-calatan dan

dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah ;

T 1 penggeledal ] "

bahan bukt pembukuan, pencatatan dan dokumern-
dokkumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bulkt tersebut ;
Meminta bantuan tenage  ahli dalam rangka
pelakmaan tugas penyidikan, tindak pidana
dibidang Retribusi Dacrah ;

. Menywuh  berhent, melarang  sescorang

meninggalkan ruangan atan tempat pada saat

ik sedang gsung dan

jdentitas crang dan .atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada hurufe;

L M et yang berkaitan dengan tindak

‘pidana Rebribusi Daerah ;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
Menghentikan penyidikan ;

Melakukan tindakan lain yang perlu  untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan ;
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan * dimulainya  penyidiken  dan
menyampaikan hasil penyidikanriya kepada Penuntut
Unum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undangundang Nomor 8 Tahun 1961 Tentang
Hukuim Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Dengan berlakiunya Qanti (Pefaturan Daesah) ini, maka
semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun
(Peraturan Daerah) ind dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19
Hal-hal yang belum diatur dalam Qamun (Peraturan
Deerah) ini akan diatur kemudian dengan Kepitusan
Waltkota sepanjang mengenai pelaksanaanaya.

Pasal 20
Qanun (Peraturan Daerah) ini mulai berlaku pada tanggal

di Undangkan.




Agar setiap. orang, dapat mengetahpinya, memerintahkan
pengundangan Qanun (Peraturan Daerah) i dengan
penempatannya dalam Lembaren Daerah Kota Langsa.
'D:.;mhkar\dﬂ...angsa i
| bt - 2 phda tanggal 60 Agustus  2008M
. Iumad.d Akhir 1424 H

! WALIKOTA LANGSA,
i E Cap/Dto.
i # © AZHARIAZIZ
Diundangkan di

padatanggal 6 Agustas 20030
a tan
7]umadﬂAkhu1424H i 5

smrr,ws DAERAH KDTA LANGSA,
Cap/Dto.

Dis, H. AZZUBAIDI A. GANL MM
Pembina Utama Muda/Nip. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2003 NOMOR 8 SERIC
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